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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga buku berjudul “Metodologi Penelitian Hukum
Integratif (Pandnan Lengkap Penulisan Proposal, Laporan Akbir, Jurnal,
dan Integritas Akademik)” ini dapat hadir di tangan pembaca.
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada panglima para
mujahid Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh
pengikutnya sampai akhir zaman.

Bagi banyak mahasiswa hukum, kata “penelitian” sering terasa
menakutkan. Menyusun judul terasa sulit, menulis latar belakang
terasa membingungkan, metodologi terdengar rumit, dan ketika
masuk tahap menulis skripsi, tesis atau disertasi, kebingungan itu
makin besar. Di sisi lain, dosen dan pembimbing juga menghadapi
tantangan yang sama, yaitu bagaimana menjelaskan langkah-
langkah penelitian hukum secara sederhana namun tetap benar
secara ilmiah.

Dari kegelisahan seperti inilah buku ini disusun. Buku ini
dirancang sebagai panduan praktis yang bisa digunakan di kelas, di
ruang bimbingan, maupun ketika mahasiswa menulis sendiri di
rumah. Bahasanya diupayakan tidak terlalu kaku, susunannya
dibuat bertahap, dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang sering penulis temui di lapangan. Mulai dari bagaimana
menyusun proposal, memilih jenis dan pendekatan penelitian,
menyusun laporan akhir, mengubahnya menjadi artikel jurnal,
sampai bagaimana menjaga integritas akademik dan memahami
landasan teori dan landasan konseptual.
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Secara singkat, isi buku ini terbagi ke dalam beberapa bagian
utama. Bab I membantu pembaca memahami cara menyusun
proposal penelitian hukum yang rapi dan fokus, baik untuk
penelitian normatif maupun empiris. Bab 1I menjelaskan
metodologi penelitian hukum dengan bahasa yang lebih membumi,
sehingga mahasiswa tidak hanya menghafal istilah, tetapi mengerti
kapan dan mengapa suatu metode digunakan. Bab III memandu
langkah demi langkah menyusun laporan akhir, dari pendahuluan
sampai kesimpulan.

Bab IV mengulas teknis penulisan karya ilmiah hukum,
termasuk bahasa, istilah hukum, format bab dan sub bab, serta
cara mengutip dan menyusun daftar pustaka. Bab V mengarahkan
pembaca untuk naik satu tahap, yaitu mengubah hasil penelitian
menjadi artikel jurnal dan memahaminya sebagai bagian dari
budaya akademik yang sehat. Bab VI membahas integritas
akademik, termasuk bahaya plagiat dan bentuk pelanggaran lain
yang harus dihindari. Terakhir, Bab VII mengajak pembaca
melihat pondasi yang lebih dalam, yaitu bagaimana ilmu hukum
dipahami secara normatif dan empiris, dan seperti apa posisi ilmu
hukum dalam penelitian hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa tidak ada buku metodologi
yang benar-benar lengkap dan sempurna. Dunia penelitian terus
berkembang, regulasi berubah, dan pendekatan baru selalu
bermunculan. Karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai
“kitab satu-satunya” yang harus diikuti tanpa kritik, tetapi sebagai
teman belajar yang membantu pembaca melangkah lebih mantap.
Kritik, masukan, dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan
demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini
dapat memudahkan langkah mahasiswa dan peneliti hukum dalam
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menghasilkan karya ilmiah yang bukan hanya baik secara teknis,
tetapi juga jujur, bermanfaat, dan berpihak pada kemajuan hukum

di Indonesia.

Penulis
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BAB I

PENYUSUNAN
PROPOSAL PENELITIAN
HUKUM

Proposal penelitian hukum adalah pintu masuk pertama yang
menentukan arah, kedalaman, dan kualitas suatu penelitian’®.
Sebelum peneliti menelusuri peraturan perundang undangan,
menganalisis putusan pengadilan, atau turun ke lapangan untuk
mewawancarai narasumber, peneliti terlebih dahulu harus
merumuskan rencana ketja yang sistematis, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Rencana ketja itulah yang dituangkan
dalam proposal. Di perguruan tinggi, proposal bukan hanya syarat
administratif untuk seminar atau persetujuan pembimbing, tetapi
juga instrumen akademik untuk menguji kelayakan suatu
penelitian dari sisi substansi, metodologi, dan orisinalitas.

Dalam konteks penelitian hukum, penyusunan proposal
memiliki karakteristik yang khas karena bertumpu pada kajian
terhadap norma hukum yang hidup dalam peraturan perundang
undangan, putusan pengadilan, dan doktrin, sekaligus dapat
diperluas pada realitas sosial ketika peneliti menggunakan

"Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University
Press, 2020), hlm. v—vi

Metodologi Penelitian Hukum Integratif — 1



pendekatan empiris. Hal ini membuat sistematika proposal
penelitian hukum perlu dirancang sedemikian rupa, agar mampu
menampung kebutuhan penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum empiris secara proporsiona?. Di satu sisi, proposal harus
cukup rinci untuk menggambarkan apa yang akan diteliti. Di sisi
lain, proposal tetap memberi ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk
menyesuaikan diri dengan perkembangan data dan literatur di
lapangan.

Pada bab ini, pembaca akan diajak memahami bagaimana
menyusun proposal penelitian hukum secara terstruktur. Sub bab
pertama menjelaskan sistematika proposal, khususnya kerangka
proposal penelitian hukum normatif dan kerangka proposal
penelitian hukum empiris. Setelah itu, baru akan dibahas secara
lebih teknis mengenai cara merumuskan judul, menyusun latar
belakang, merumuskan masalah, serta menjelaskan tujuan,
manfaat, dan metodologi penelitian. Pemahaman yang kuat atas
sistematika proposal akan membantu peneliti menghindari
penulisan yang melompat lompat, tumpang tindih, atau tidak
fokus pada isu hukum yang hendak dijawab.

A. Sistematika Proposal

Sistematika proposal penelitian hukum pada dasarnya adalah
susunan bagian bagian proposal yang disusun secara logis, mulai
dari pengenalan masalah hingga rencana metodologis untuk
memecahkan masalah tersebut. Dalam berbagai buku metode
penelitian  hukum, proposal dipahami sebagai rumusan
operasional mengenai apa yang akan diteliti, mengapa hal itu petlu
diteliti, dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan3. Peneliti yang

2 Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan
Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.
2, No. 1 (2021), hlm. 1-3.

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017),
hlm. 35-38
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mampu menyusun sistematika proposal dengan baik akan lebih
mudah menjelaskan rencana penelitiannya kepada pembimbing,
penguji, maupun pembaca lainnya.

Meskipun setiap petguruan tinggi dapat memiliki pedoman
penulisan proposal yang sedikit berbeda, terdapat unsur unsur
pokok yang umumnya selalu muncul. Unsur tersebut antara lain
judul, latar belakang, rumusan masalah atau isu hukum, tujuan dan
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka
konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam
penelitian hukum, perbedaan utama tetletak pada penekanan dan
isi tiap bagian tersebut, bergantung pada apakah penelitian yang
dilakukan bersifat normatif atau empiris. Oleh karena itu, penting
untuk dibedakan terlebih dahulu bagaimana kerangka proposal
penelitian hukum normatif dan kerangka proposal penelitian
hukum empiris disusun, tanpa mengabaikan bahwa keduanya
tetap berada dalam rumpun ilmu hukum.

1. Kerangka Proposal Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian
doktrinal, karena bertumpu pada doktrin, asas, dan norma yang
terkandung dalam peraturan perundang undangan, putusan
pengadilan, dan literatur hukum+. Dalam penelitian ini, objek
utama kajian adalah hukum dalam arti normatif, yakni hukum
sebagaimana tertulis atau sebagaimana seharusnya berlaku. Hal ini

berimplikasi langsung terhadap sistematika proposal yang disusun.

Pada bagian judul, peneliti hukum normatif perlu memilih
rumusan yang mencerminkan isu hukum utama dan ruang lingkup
pengaturan yang hendak dikaji. Judul biasanya menyebutkan objek
pengaturan (misalnya suatu lembaga, hak, kewajiban, atau

mekanisme), jenis pengaturan atau peraturan yang dikaji, serta

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamwudii, Penelitian Hukun Normatif: Suatu
Tinjanan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1-10
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perspektif atau pendekatan yang digunakan. Judul yang baik akan
langsung memberi gambaran kepada pembaca bahwa penelitian
ini berfokus pada analisis norma, bukan sekadar deskripsi praktik.

Latar belakang dalam proposal penelitian normatif berfungsi
menjelaskan mengapa isu hukum tertentu penting untuk diteliti.
Di sini peneliti menguraikan adanya masalah dalam sistem hukum,
yang dapat berupa kekosongan norma, kekaburan norma, atau
pertentangan antar norma. Misalnya, peneliti dapat menunjukkan
bahwa belum ada pengaturan yang jelas mengenai suatu fenomena
hukum baru, atau terdapat dua aturan setingkat yang mengatur hal
yang sama dengan cara yang berbeda. Latar belakang yang baik
tidak hanya menyebutkan fakta, tetapi juga menautkan fakta
tersebut dengan konsekuensi hukum dan kebutuhan akan
kejelasan norma.

Bagian rumusan masalah atau isu hukum dalam proposal
normatif kemudian merumuskan secara tegas pertanyaan
pertanyaan yang hendak dijawab melalui analisis hukum. Rumusan
masalah biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang
spesifik, yang dapat dijawab melalui penafsiran dan konstruksi
hukum. Pertanyaan tersebut misalnya berkaitan dengan bagaimana
pengaturan suatu hal dalam peraturan perundang undangan,
bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum, apakah
pengaturan itu sudah sesuai asas asas tertentu, atau bagaimana
seharusnya pengaturan yang ideal. Literatur metodologi
menekankan bahwa rumusan masalah dalam penelitian normatif
tidak boleh tetlalu umum, melainkan harus diarahkan pada isu
hukum yang jelas dan terfokus.

Tujuan dan manfaat penelitian dalam proposal normatif
menyatakan apa yang hendak dicapai peneliti, baik dari segi
pengembangan ilmu maupun kontribusi praktis. Tujuan akademik
biasanya berupa upaya menjelaskan, menafsirkan, atau mengkritisi

suatu pengaturan, sementara tujuan praktis dapat berupa
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rekomendasi perbaikan peraturan atau panduan penerapan norma
bagi penegak hukum dan masyarakat. Bagian ini menjadi penting
untuk menunjukkan signifikansi penelitian, sehingga pembaca
memahami bahwa penelitian tidak berhenti pada deskripsi, tetapi
juga menawarkan nilai tambah.

Tinjauan pustaka dan kerangka teori dalam proposal penelitian
hukum normatif berfungsi menunjukkan sejauh mana peneliti
memahami diskursus yang sudah ada. Peneliti menelusuri buku
buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan tema yang diangkat. Dari sana, peneliti dapat memetakan
posisi penelitiannya, apakah melengkapi, mengkritik, atau
mengembangkan pandangan yang ada. Dalam konteks ini, banyak
penulis metode penelitian hukum menekankan perlunya peneliti
menggunakan teori dan konsep yang relevan sebagai pisau analisis,
sehingga penelitian tidak sekadar berjalan deskriptif, tetapi juga
analitis dan argumentatif.

Metode penelitian yang direncanakan dalam proposal normatif
biasanya menjelaskan bahwa penelitian bersifat normatif, dengan
pendekatan pendekatan tertentu seperti pendekatan perundang
undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan
historis, dan pendekatan komparatif >. Peneliti menjabarkan
sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan
dikaji, teknik penelusuran bahan hukum, serta cara menganalisis
bahan tersebut, misalnya melalui interpretasi gramatikal, sistematis,
historis, atau teleologis. Rancangan sistematika penulisan pada
bagian akhir proposal kemudian memberikan gambaran
bagaimana hasil penelitian akan disusun dalam bab bab laporan
akhir.

Secara keseluruhan, kerangka proposal penelitian hukum
normatif menonjolkan kekuatan analisis terhadap norma.

5 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Op, Cit,. hlm. 55.

Metodologi Penelitian Hukum Integratif — 5



Proposal yang baik akan menunjukkan sejak awal bahwa peneliti
tidak hanya akan mengutip pasal pasal, tetapi juga menafsirkan,
menyusun argumentasi, dan pada akhirnya merumuskan
rekomendasi yang bersifat preskriptif.

2. Kerangka Proposal Penelitian Hukum Empirik

Berbeda dengan penelitian normatif, penelitian hukum empiris
berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.
Hukum tidak lagi dilihat semata sebagai teks, tetapi juga sebagai
perilaku, praktik, dan institusi yang hidup di tengah masyarakat.
Karena itu, proposal penelitian hukum empiris harus memadukan
kajian terthadap norma dengan rencana pengumpulan data
lapangan. Sejumlah penulis menyebut penelitian hukum empiris
sebagai penelitian hukum sosiologis, karena menggunakan metode
metode ilmu sosial untuk memahami efektivitas dan dampak
hukum.

Pada bagian judul, penelitian hukum empiris biasanya
mencerminkan adanya fokus pada pelaksanaan, kepatuhan,
perilaku aparat, atau pengalaman subjek hukum. Judul dapat
menggabungkan istilah yang menggambarkan norma yang dikaji
dengan aspek empirisnya, misalnya kepatuhan, implementasi,
efektivitas, atau persepsi. Hal ini membantu pembaca memahami
bahwa penelitian akan mengkaji baik ketentuan hukum maupun
realitas pelaksanaannya.

Latar belakang proposal penelitian empiris umumnya dimulai
dengan pemaparan ketentuan hukum yang berlaku, lalu
menunjukkan bagaimana dalam praktiknya terdapat kesenjangan
antara apa yang seharusnya (das sollern) dengan apa yang terjadi (das
sein)). Misalnya, undang undang mewajibkan suatu prosedur, tetapi
di lapangan prosedur tersebut jarang diikuti, atau menimbulkan
persoalan baru. Peneliti menjelaskan fenomena sosial hukum yang
ingin dikaji, dilengkapi data awal, laporan, atau hasil penelitian

terdahulu yang menunjukkan adanya persoalan implementasi.
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Rumusan masalah dalam penelitian hukum empiris biasanya
memadukan dimensi normatif dan empiris. Di satu sisi, peneliti
dapat menanyakan bagaimana pengaturan suatu hal dalam
peraturan perundang undangan. Di sisi lain, peneliti bertanya
bagaimana pengaturan tersebut dilaksanakan dalam praktik, faktor
apa yang mempengaruhi, dan bagaimana dampaknya terhadap
pihak pihak yang terlibat. Pertanyaan penelitian dapat diarahkan
untuk mengukur tingkat kepatuhan, menilai efektivitas suatu
kebijakan, atau memahami persepsi aktor tertentu terhadap suatu

pengaturan hukum.

Tujuan dan manfaat penelitian empiris tidak hanya menyasar
pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan masukan
bagi perbaikan pelaksanaan hukum. Tujuan akademik dapat
berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan
antara norma dan perilaku, sementara tujuan praktis berkaitan
dengan rekomendasi kebijakan, perbaikan prosedur, atau
penguatan kapasitas institusi. Di sinilah penelitian hukum empiris
sering kali memberikan nilai tambah yang konkret bagi pembuat
kebijakan dan pelaksana hukum di lapangan.

Tinjauan pustaka dalam proposal penelitian empiris tidak
hanya mencakup literatur hukum, tetapi juga dapat melibatkan
literatur ilmu sosial lain seperti sosiologi, kriminologi, atau ilmu
politik, sejauh relevan dengan fokus penelitian. ¢ Peneliti
menelusuri teori teori tentang kepatuhan hukum, perilaku aparat,
efektivitas regulasi, atau konsep lain yang dapat membantu
menjelaskan temuan lapangan nanti. Penggunaan teori yang tepat
membantu peneliti menyusun kerangka konseptual yang jelas,

¢ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris:
Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Lmn Hukunm, N ol.
8, No. 1 (2014), hlm. 29
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yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun indikator dan
instrumen penelitian.

Metode penelitian dalam proposal hukum empiris menempati
porsi yang cukup besar. Peneliti perlu menjelaskan jenis penelitian
yang digunakan, apakah kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi
keduanya. Selain itu, peneliti menjabarkan lokasi penelitian,
karakteristik populasi, teknik penentuan sampel, jenis data primer
dan sekunder, teknik pengumpulan data seperti wawancara,
observasi, kuesioner, serta rencana analisis data. Literatur
metodologi hukum kontemporer menunjukkan bahwa penelitian
hukum empiris membutuhkan penjelasan metodologis yang lebih
rinci, karena melibatkan subjek manusia dan kondisi sosial yang
kompleks.

Meskipun berbeda dalam penckanan, kerangka proposal
penelitian hukum normatif dan kerangka proposal penelitian
hukum empiris memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan
gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai rencana penelitian.
Keduanya menuntut ketelitian peneliti dalam merangkai argumen
mengapa suatu masalah layak diteliti, bagaimana penelitian akan
dilakukan, dan apa kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum
dan praktik penegakan hukum. Dengan memahami sistematika
proposal secara utuh, peneliti diharapkan mampu menyusun
proposal yang bukan hanya memenuhi persyaratan administratif,
tetapi benar benar mencerminkan kedewasaan akademik dan
kesiapan metodologis.

B. Teknis Penulisan Proposal

Setelah memahami kerangka besar proposal penelitian hukum,
langkah berikutnya adalah menguasai cara menulis setiap
bagiannya secara teknis dan sistematis. Banyak proposal gagal
lolos pada tahap awal bukan karena tema yang diangkat tidak
penting, tetapi karena kelemahan dalam perumusan judul, latar

belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
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Teknis penulisan proposal menjadi krusial karena bagian ini
menunjukkan kapasitas peneliti dalam berpikir terstruktur,
menyusun  argumen, dan mengkomunikasikan  rencana
penelitiannya secara jelas kepada pembimbing, penguji, dan
lembaga akademik. Dalam konteks itulah, pembahasan berikut
akan menguraikan secara bertahap cara merumuskan judul
penelitian, menyusun latar belakang, mengidentifikasi masalah
normatif dan empiris, merumuskan masalah penelitian, hingga
menentukan tujuan dan manfaat penelitian.

Tujuan utama dati sub bab ini bukan hanya memberikan
rumusan formal yang harus diikuti, tetapi juga menjelaskan logika
di balik setiap bagian. Dengan demikian, pembaca tidak sekadar
menyalin struktur, tetapi memahami mengapa suatu judul harus
difokuskan, mengapa latar belakang perlu mengandung unsur
ketegangan masalah, mengapa rumusan masalah harus dalam
bentuk pertanyaan, dan mengapa tujuan penelitian tidak boleh
sekadar diambil dari buku contoh. Pemahaman terhadap teknis
penulisan proposal pada akhirnya akan mempermudah proses

penulisan keseluruhan skripsi, tesis, atau laporan penelitian hukum.
1. Merumuskan Judul Penelitian

Judul adalah wajah pertama dari sebuah penelitian. Sebelum
pembimbing atau penguji membaca isi proposal, mereka akan
terlebih dahulu menilai apakah judul yang diajukan sudah
mencerminkan fokus penelitian yang jelas dan layak untuk dikaji.”
Dalam penelitian hukum, judul yang baik setidaknya memenuhi
beberapa kriteria: spesifik, mencerminkan isu hukum utama,
menunjukkan ruang lingkup yang terukur, dan tidak mengandung

7 Suwito, “Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis, dan
Disertasi,”. Artikel ini awalnya merupakan bahan diskusi perkuliahan Metodologi
Penelitian Disertasi dengan mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agaman
Islam Pascasatjana UIN Ar-Raniry Banda Acch, Semester Genap 2019/2020.
hlm. 1-8
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istilah yang betlebihan atau tidak perlu. Judul yang terlalu umum,
misalnya hanya berbunyi "Kajian Tentang Hukum Perdata di
Indonesia", akan menyulitkan peneliti sendiri karena ruang

lingkupnya tetlalu luas dan sulit diopetrasionalkan.

Peneliti hukum, baik yang menggunakan pendekatan normatif
maupun empiris, perlu memikirkan dengan cermat unsur-unsur
yang dimasukkan ke dalam judul. Umumnya, judul penelitian
hukum normatif menyebutkan objek normatif (misalnya suatu hak,
kewenangan, atau lembaga), jenis pengaturan atau peraturan
perundang undangan yang dikaji, serta perspektif atau pendekatan
analitis yang digunakan. Sementara itu, penelitian hukum empiris
sering menambahkan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan,
efektivitas, kepatuhan, atau persepsi pelaku hukum. Dengan cara
ini, pembaca dapat menangkap sejak awal apakah penelitian
berorientasi pada analisis norma, analisis praktik, atau kombinasi

keduanya.

Dalam praktik, peneliti pemula kerap menghadapi dilema
antara membuat judul yang singkat tetapi terasa kurang lengkap,
atau judul yang sangat panjang demi memasukkan semua aspek
yang ingin dikaji. Pedoman yang dapat dipegang adalah bahwa
judul harus cukup padat untuk menggambarkan isi, namun tidak
perlu mencantumkan seluruh variabel secara detail seperti pada
rumusan masalah. Kata-kata yang bersifat klise atau tidak
menambah informasi sebaiknya dihindari, misalnya frasa "tinjauan
mengenai beberapa aspek" yang hanya membuat judul menjadi
lebih panjang tanpa menambah kejelasan. Peneliti juga perlu
berhati hati menggunakan istilah asing atau bahasa Inggris dalam
judul, kecuali bila memang diperlukan dan mendapat persetujuan

dati pedoman penulisan di perguruan tinggi.

Proses merumuskan judul tidak selalu selesai dalam sekali coba.
Sering kali, judul awal yang disusun peneliti akan mengalami

beberapa kali penyempurnaan setelah latar belakang, rumusan
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masalah, dan kerangka teori mulai terbentuk. Hal ini wajar dan
bahkan dianjurkan, karena judul yang baik adalah judul yang
tumbuh seiring dengan pendalaman pemahaman peneliti terhadap
masalah yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti sebaiknya tidak
terlalu kaku mempertahankan judul awal apabila ternyata ruang

lingkupnya terlalu luas atau justru terlalu sempit.
2. Penyusunan Latar Belakang

Jika judul adalah wajah penelitian, maka latar belakang adalah
pintu yang mengantarkan pembaca memasuki ruang masalah yang
dikaji. Latar belakang yang baik akan mampu meyakinkan
pembaca bahwa topik yang diangkat tidak hanya menarik bagi
peneliti, tetapi juga penting secara akademik dan relevan secara
praktis 8 . Dalam konteks penelitian hukum, latar belakang
scharusnya menjelaskan adanya persoalan dalam sistem hukum
yang memerlukan kajian lebih lanjut, baik berupa kekosongan
norma, kelemahan pengaturan, ketidaksesuaian dengan nilai nilai
keadilan, maupun hambatan implementasi di lapangan.

Secara umum, latar belakang dapat disusun dengan pola dari
umum ke khusus. Peneliti dapat memulai dengan menggambarkan
konteks umum, misalnya perkembangan suatu bidang hukum,
perubahan kebijakan, atau fenomena sosial yang terkait dengan
tema penelitian. Setelah itu, peneliti mulai mempersempit fokus
pada masalah yang lebih spesifik, misalnya konflik norma tertentu,
ketidakefektifan suatu regulasi, atau perbedaan tafsir yang terjadi
di praktik peradilan. Dalam tahap ini, peneliti dianjurkan untuk
menggunakan data, contoh kasus, atau rujukan pada putusan
pengadilan dan peraturan perundang undangan, agar latar
belakang tidak sekadar bersifat spekulatif.

8 Wahyudin Darmalaksana, “Cara Efektif Menyusun Proposal
Penelitian Skripsi,” Jurnal Media Puslitpen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1,
No. 2, 2019, hlm. 22-25.
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Latar belakang yang kuat tidak hanya menyajikan fakta dan
data, tetapi juga memuat analisis awal peneliti mengenai mengapa
fakta tersebut menjadi masalah hukum. Di sinilah peneliti mulai
menyinggung adanya ketegangan antara apa yang diatur dalam
hukum dengan apa yang terjadi di lapangan, atau antara satu
norma dengan norma lainnya. Pada titik tertentu, peneliti juga
dapat menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat belum banyak
dikaji secara memadai oleh penelitian sebelumnya, schingga
terdapat ruang untuk kontribusi baru. Perumusan masalah yang
nantinya muncul akan terasa lebih logis bila pembaca telah terlebih
dahulu diajak memahami alur latar belakang secara bertahap dan
sistematis.’

a. Mengidentifikasi  Kekosongan, Kekaburan, atau
Pertentangan Norma (Penelitian Normatif)

Dalam penelitian hukum normatif, inti dari masalah sering kali
tetletak pada kondisi norma yang tidak ideal. Norma yang
bermasalah dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain
kekosongan norma, kekaburan norma, dan pertentangan norma.
Proposal penelitian yang baik akan mampu mengidentifikasi
dengan jelas, sejak tahap latar belakang, jenis masalah normatif apa
yang hendak dikaji. Identifikasi ini penting karena menentukan
pendekatan analisis yang akan digunakan dan arah rekomendasi
yang mungkin dirumuskan di bagian akhir penelitian.

Kekosongan norma terjadi ketika suatu fenomena atau
hubungan hukum yang signifikan belum diatur secara memadai
dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam situasi
ini, peneliti dapat menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan
menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, atau
ketidakadilan bagi pihak pihak tertentu. Kekaburan norma,

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT
Citra Aditya Bakt, 2004), hlm. 52.
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sebaliknya, berkaitan dengan adanya pengaturan yang sudah ada,
tetapi rumusannya multitafsir, tidak tegas, atau membuka ruang
penafsiran yang terlalu luas. Hal ini dapat ditelusuri, misalnya,
melalui perbedaan putusan pengadilan dalam perkara yang serupa,
atau perbedaan pandangan di antara para ahli hukum.

Pertentangan norma muncul ketika terdapat dua atau lebih
ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama dengan cara yang
berbeda atau bahkan betlawanan. Pertentangan dapat terjadi
secara horizontal antar peraturan yang setingkat, maupun secara
vertikal antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dalam
proposal penelitian, peneliti perlu menjelaskan secara konkret
bentuk pertentangan tersebut, misalnya dengan mengutip bunyi
pasal pasal yang relevan. Setelah itu, peneliti dapat merujuk pada
asas asas umum seperti lex supetior, lex specialis, dan lex posterior
sebagai dasar untuk menawarkan solusi penyelesaian dalam tahap
analisis. Literatur metodologi menekankan bahwa ketiga bentuk
masalah normatif ini merupakan pintu masuk utama bagi
penelitian hukum normatif yang bersifat konstruktif dan
preskriptif.10

b. Menganalisis Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein

(Penelitian Empirik)

Dalam penelitian hukum empiris, masalah utama biasanya
muncul dari kesenjangan antara hukum sebagaimana yang
seharusnya betlaku (das sollen) dan hukum sebagaimana yang nyata
terjadi dalam praktik (das sein). Proposal penelitian empiris yang
baik akan menampilkan dengan jelas bagaimana perbedaan ini
menjadi sumber persoalan yang layak diteliti. Peneliti dapat
memulai dengan menjelaskan secara singkat norma yang berlaku,
kemudian menunjukkan bahwa dalam kenyataan, norma tersebut
tidak berjalan sebagaimana dirumuskan.

10 Tbid., hlm. 1-20.
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Kesenjangan ini dapat berbentuk rendahnya tingkat kepatuhan
terthadap suatu ketentuan, pelaksanaan prosedur yang
menyimpang, kurangnya penegakan sanksi, atau perbedaan
petlakuan terhadap pihak pihak tertentu. Misalnya, undang
undang mungkin mengatur bahwa setiap warga berhak atas
bantuan hukum, tetapi di lapangan banyak warga yang tidak
pernah memperoleh akses terhadap layanan tersebut. Dengan
menunjukkan contoh kasus, data statistik, atau laporan lembaga
terkait, peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa terdapat

masalah empiris yang relevan dan perlu dikaji lebih jauh.

Dalam menyusun proposal, peneliti juga perlu menjelaskan
secara ringkas dugaan awal mengenai faktor faktor yang
menyebabkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Faktor
tersebut bisa berupa keterbatasan sumber daya institusi pelaksana,
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma, konflik
kepentingan, atau budaya hukum tertentu. Dugaan awal ini
nantinya akan diperdalam dengan kerangka teori dan dianalisis
melalui data lapangan. Dengan cara ini, proposal tidak hanya
menggambarkan gejala, tetapi juga mulai mengarah pada upaya
menjelaskan mengapa gejala tersebut terjadi. Sejumlah penulis
menekankan bahwa analisis kesenjangan antara norma dan praktik
ini merupakan ciri utama penelitian hukum empiris yang
membedakannya dari penelitian normatif murni'!.

3. Perumusan Masalah dan Isu Hukum

Rumusan masalah adalah jantung proposal penelitian. Di
sinilah peneliti menyatakan secara singkat dan tajam apa yang
hendak dijawab melalui penelitiannya. Dalam penelitian hukum,
rumusan masalah umumnya disajikan dalam bentuk kalimat tanya
yang spesifik, agar arah analisis menjadi jelas dan terukur.
Rumusan masalah yang baik bukan sekadar pengulangan judul,

11 Depri Liber Sonata, Op., Cit,. hlm. 17-18.
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melainkan hasil dari proses pemadatan latar belakang, identifikasi
masalah normatif atau empiris, serta pertimbangan teoritis yang
telah dilakukan peneliti.!?

Dalam penelitian normatif, rumusan masalah sering berkisar
pada pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan suatu hal dalam
peraturan perundang undangan, bagaimana kedudukannya dalam
sistem hukum, apakah pengaturan itu telah sejalan dengan asas
asas tertentu, atau bagaimana scharusnya pengaturan yang ideal.
Sementara itu, dalam penelitian empiris, rumusan masalah dapat
mencakup pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan suatu
norma di lapangan, bagaimana tingkat kepatuhan, faktor apa saja
yang mempengaruhi implementasi, dan apa implikasinya bagi
pihak pihak terkait. Perbedaan ini perlu dipahami agar peneliti
tidak mencampuradukkan orientasi penelitian, misalnya
mengajukan pertanyaan empiris dalam desain penelitian yang
sepenuhnya normatif.

Secara teknis, rumusan masalah sebaiknya tidak terlalu banyak.
Terlalu banyak rumusan masalah akan membuat penelitian
melebar dan sulit dikelola dalam batas waktu dan jumlah halaman
yang tersedia. Biasanya, dua sampai empat rumusan masalah yang
saling berkaitan sudah cukup untuk tingkat skripsi atau tesis.
Setiap rumusan masalah sebaiknya dapat dilacak kembali ke latar
belakang, memiliki basis normatif atau empiris yang jelas, serta
dapat dijawab dengan metode yang direncanakan. Dalam literatur
metodologi, ditekankan bahwa rumusan masalah berfungsi
sebagai kompas yang menuntun seluruh bagian penelitian,
schingga kesalahan di sini akan berakibat pada ketidakterarahan
seluruh penelitian.!?

12 Jbid,, hlm. 23-24.
13 Ibid,, hlm. 10-12.
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4. Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah rumusan masalah disusun dengan jelas, langkah
berikutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian.
Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin
dicapai peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Secara logis,
tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah dan
disusun dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya.
Bila rumusan masalah berisi pertanyaan "bagaimana", maka tujuan
penelitian biasanya berisi pernyataan "untuk menganalisis”, "untuk
mengkaji", atau "untuk menjelaskan" aspek aspek yang ditanyakan
tersebut. !4

Dalam penelitian hukum, tujuan dapat dibedakan secara garis
besar menjadi tujuan akademik dan tujuan praktis. Tujuan
akademik berkaitan dengan kontribusi terthadap pengembangan
ilmu hukum, misalnya memperkaya kajian tentang suatu institusi
hukum, menguji relevansi suatu teori, atau menawarkan
konstruksi norma baru. Tujuan praktis berhubungan dengan
manfaat langsung bagi pemangku kepentingan di luar dunia
akademik, seperti pembuat kebijakan, penegak hukum, lembaga
penyedia layanan, atau masyarakat sebagai subjek hukum. Peneliti
yang mampu merumuskan tujuan dengan jelas menunjukkan
bahwa ia memahami posisi penelitiannya di antara kebutuhan
akademik dan kebutuhan praktik.

Sementara itu, manfaat penelitian adalah pernyataan mengenai
dampak positif yang diharapkan muncul dari tercapainya tujuan
tersebut. Manfaat dapat dijelaskan bagi beberapa pihak sekaligus,
misalnya manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, bagi pembuat
kebijakan, bagi penegak hukum, dan bagi masyarakat atau
kelompok tertentu yang menjadi subjek penelitian. Meskipun
manfaat sering dianggap sebagai bagian yang bersifat normatif dan

14 Ibid., hlm. 33-39.
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formal, penulisan manfaat yang baik memerlukan pemikiran yang
matang tentang bagaimana hasil penelitian dapat benar benar
digunakan. Dengan merumuskan tujuan dan manfaat secara
realistis dan proporsional, peneliti menunjukkan sikap akademik

yang bertanggung jawab terhadap karya ilmiahnya.!>
a. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah dirumuskan dengan jelas, langkah
berikutnya dalam penulisan proposal adalah menyatakan tujuan
penelitian secara eksplisit. Tujuan penelitian pada dasarnya
merupakan tetjemahan dari rumusan masalah ke dalam bentuk
kalimat pernyataan. Jika rumusan masalah disusun dalam bentuk
pertanyaan, maka tujuan penelitian menjawab pertanyaan itu
dalam bentuk orientasi ketja, misalnya “untuk menganalisis”,
“untuk mengkaji”’, atau “untuk menjelaskan” aspek tertentu.
Dengan demikian, antara rumusan masalah dan tujuan penelitian
secharusnya terdapat hubungan satu-satu yang logis. Setiap
rumusan masalah idealnya memiliki tujuan penelitian yang secara
langsung berkaitan. Peneliti perlu memastikan bahwa tidak ada
tujuan yang melenceng dari rumusan masalah, dan tidak ada
rumusan masalah yang dibiarkan tanpa tujuan yang sepadan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa peneliti memahami struktur

berpikir ilmiah yang runtut dan konsisten. ¢

Dalam penelitian hukum, tujuan penelitian dapat dibedakan ke
dalam tujuan akademik dan tujuan praktis. Tujuan akademik
berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan
ilmu hukum sebagai disiplin. Misalnya, peneliti dapat bertujuan
untuk menganalisis konsistensi suatu pengaturan dengan asas-asas
hukum tertentu, membandingkan dua model pengaturan, menguji
keberlakuan suatu teori dalam konteks kasus konkret, atau

15 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 105-114.
16 Ibid., hlm. 38-51.
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merumuskan konstruksi hukum yang baru. Tujuan akademik
menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sekadar mengulang
gagasan yang sudah ada, tetapi berusaha memberikan sumbangan
konseptual bagi perkembangan ilmu hukum. Di banyak pedoman
metodologi, penegasan tujuan akademik ini dipandang sebagai
indikator kedewasaan ilmiah seorang peneliti yang memahami
bahwa karya ilmiahnya akan masuk dalam percakapan yang lebih
luas di antara para akademisi.

Di sisi lain, tujuan praktis menunjukkan orientasi penelitian
terthadap kebutuhan dunia nyata di luar kampus. Dalam ranah
hukum, tujuan praktis dapat berupa pemberian rekomendasi bagi
pembuat undang-undang, usulan perbaikan prosedur bagi
lembaga penegak hukum, penyusunan pedoman bagi aparat
pelaksana di lapangan, atau pemberian informasi yang bermanfaat
bagi kelompok masyarakat tertentu. Penelitian hukum normatif
sekalipun dapat memiliki tujuan praktis yang kuat, misalnya ketika
analisis terhadap kekosongan norma menghasilkan rancangan
norma baru atau panduan interpretasi yang dapat dipakai oleh
hakim atau advokat. Penelitian hukum empiris lebih terang lagi sisi
praktisnya, karena langsung mengkaji pelaksanaan hukum di
lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalannya.

Pada tingkat proposal, peneliti petlu menulis tujuan akademik
dan tujuan praktis secara terpisah namun saling melengkapi.
Tujuan akademik menunjukkan bahwa penelitian ini sah dan
relevan dalam konteks ilmu hukum, sedangkan tujuan praktis
menunjukkan bahwa penelitian tidak berhenti di ruang seminar,
tetapi juga dibayangkan dapat berkontribusi terhadap pemecahan
masalah hukum konkret. Keseimbangan antara keduanya akan
membuat proposal tampak lebih kokoh dan meyakinkan, baik di
mata pembimbing maupun di mata lembaga yang menilai

signifikansi penelitian.
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b. Manfaat Penelitian

Berbeda dengan tujuan penelitian yang berisi orientasi yang
hendak dicapai peneliti, manfaat penelitian menjelaskan dampak
positif yang diharapkan timbul apabila tujuan tersebut tercapai.!”
Dalam proposal, bagian manfaat penelitian biasanya mengikuti
langsung setelah tujuan. Di sini  peneliti menempatkan
penelitiannya dalam perspektif yang lebih luas, yaitu bagaimana
hasil penelitian dapat digunakan oleh berbagai pihak. Penulisan
manfaat penelitian yang serius menunjukkan bahwa peneliti
berpikit melampaui kepentingan akademik pribadi, dan
memikirkan bagaimana temuannya dapat memberi kontribusi bagi
pengembangan ilmu dan perbaikan praktik hukum.!8

Manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dapat berupa
pengayaan literatur di bidang tertentu, pembaruan pemahaman
terthadap konsep atau asas hukum, atau penyediaan data empiris
yang sebelumnya belum tersedia. Misalnya, kajian mendalam
terthadap putusan-putusan pengadilan di suatu bidang dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah
perkembangan yurisprudensi. Penelitian empiris yang menelaah
perilaku aparat penegak hukum dapat menyediakan informasi
yang berguna bagi teori-teori tentang kepatuhan dan penegakan
hukum. Di tingkat akademik, manfaat ini terlihat ketika hasil
penelitian dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya, dijadikan
bacaan tambahan di kelas, atau dikutip dalam naskah akademik
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, manfaat penelitian dalam aspek implementasi
hukum berkaitan dengan bagaimana temuan peneclitian dapat
dipakai untuk memperbaiki tata kelola lembaga hukum,

17 Soetjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,
1984), hlm. 3.

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), hlm. 93-94.
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meningkatkan efektivitas penegakan hukum, atau memperkuat
perlindungan hak-hak masyarakat. Peneliti dapat, misalnya,
menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan
bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di kementerian,
lembaga peradilan, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat
sipil. Pada penelitian yang menyingeung kelompok rentan,
manfaat implementatif juga bisa muncul dalam bentuk
peningkatan kesadaran hukum dan advokasi untuk perubahan
kebijakan.

Dalam menulis bagian manfaat penelitian di proposal, peneliti
tidak perlu terjebak dalam kalimat yang terlalu muluk atau tidak
realistis. Yang lebih penting adalah menulis manfaat yang mungkin
dicapai dalam skala wajar, dengan mempertimbangkan ruang
lingkup penelitian dan posisi peneliti. Dengan demikian, manfaat
penelitian  bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar
mencerminkan  potensi  kontribusi  penelitian  terhadap
pengembangan ilmu dan praktik hukum.!?

5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah salah satu aspek yang sangat
diperhatikan dalam penilaian proposal. Orisinalitas tidak selalu
berarti bahwa topik yang diangkat sama sekali baru dan belum
pernah disentuh siapa pun, tetapi lebih pada adanya unsur
kebaruan dalam cara memandang, membatasi, atau mengolah
topik tersebut. Kebaruan itu dapat muncul dari berbagai sisi,
misalnya dari sudut pandang teori yang digunakan, ruang lingkup
norma yang dikaji, pendekatan metodologis yang dipilih, atau
konteks ruang dan waktu yang menjadi fokus penelitian.

19 Soetjono Soeckanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 3, yang
menegaskan fungsi penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara
sistematis dan kritis.
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Untuk menjelaskan orisinalitas, peneliti perlu melakukan
penelusuran terhadap penelitian-penelitian  sebelumnya yang
memiliki tema sejenis. Hasil penelusuran ini biasanya dirangkum
dalam bentuk paparan singkat mengenai beberapa karya terdahulu,
baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal.
Setelah memberikan gambaran mengenai apa yang sudah diteliti
orang lain, barulah peneliti menunjukkan di mana letak perbedaan
penelitiannya. Perbedaan itu dapat berupa pemilihan objek
pengaturan yang lebih spesifik, penggunaan teori yang berbeda,
fokus pada lembaga pelaksana yang berbeda, atau pemanfaatan
data yang lebih mutakhir. Banyak penulis metodologi menekankan
bahwa orisinalitas penelitian merupakan salah satu indikator
penting dalam menentukan kelayakan suatu penelitian untuk
dilakukan.

Orisinalitas juga berkaitan erat dengan integritas akademik.
Peneliti yang sekadar menyalin struktur dan kesimpulan penelitian
terdahulu tanpa memberikan sumbangan baru akan jatuh pada
praktik plagiat atau pseudo penelitian. Di Indonesia, ketentuan
mengenai larangan plagiat dan kewajiban menjaga orisinalitas
karya ilmiah telah diatur secara tegas, antara lain melalui regulasi
kementerian yang mengatur integritas akademik?’. Karena itu,
dalam proposal, peneliti sebaiknya menyatakan dengan jujur posisi
penelitiannya di antara penelitian-penelitian yang sudah ada,
sekaligus menjelaskan secara meyakinkan aspek kebaruan yang
ingin ditonjolkan.

Dengan memahami pentingnya otisinalitas sejak tahap
proposal, peneliti akan terdorong untuk mengembangkan gagasan
sendiri, bukan hanya mengulang apa yang sudah ada. Hal ini bukan

20 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pencegaban dan Penanggunlangan Plagiat di Pergnruan Tingg,
khususnya Pasal 1 yang mendefinisikan plagiat sebagai pelanggaran integritas
akademik.
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saja meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga membentuk
karakter akademik yang jujur dan mandiri.

6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menunjukkan
seberapa jauh peneliti memahami wacana keilmuan yang berkaitan
dengan topik yang diangkat. Melalui tinjauan pustaka, pembaca
dapat melihat bahwa peneliti tidak beketja dalam ruang kosong,
tetapi berdialog dengan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan
oleh penulis sebelumnya. Pada tingkat proposal, tinjauan pustaka
belum harus sangat lengkap, tetapi sudah cukup untuk
menunjukkan landasan konseptual yang akan dipakai dan posisi
penelitian di tengah peta kajian yang ada.

Secara teknis, tinjauan pustaka tidak seharusnya hanya berisi
rangkuman isi buku atau artikel satu per satu. Pendekatan yang
lebih tepat adalah menyusun tinjauan pustaka secara tematik, yaitu
dengan mengelompokkan literatur menurut tema atau isu yang
relevan dengan penelitian. Misalnya, peneliti dapat memisahkan
pembahasan mengenai teori-teori umum tentang suatu hak atau
kewenangan, kajian tentang pengaturan positif dalam peraturan
perundang-undangan, serta temuan penelitian empiris yang
berkaitan dengan praktik pelaksanaannya. Penyusunan seperti ini
akan memudahkan pembaca untuk melihat bagaimana masing-
masing literatur saling berhubungan dan di mana posisi penelitian
yang diusulkan.

Dalam penelitian hukum normatif, tinjauan pustaka umumnya
berisi uraian terhadap doktrin-doktrin yang berkembang,
pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang mengkaji
norma atau lembaga hukum tertentu. Dalam penelitian hukum
empiris, tinjauan pustaka dapat diperluas dengan memasukkan
teori-teori dari ilmu sosial, misalnya teori kepatuhan, teori
implementasi kebijakan, teori perilaku aparat, dan lain-lain.

Penggunaan literatur lintas disiplin ini semakin lazim dalam
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metodologi penelitian hukum kontemporer, terutama ketika
peneliti menggunakan pendekatan sosio-legal.

Pada tahap proposal, peneliti tidak petlu menuliskan tinjauan
pustaka secara sangat rinci seperti di laporan akhir, tetapi perlu
menunjukkan beberapa literatur kunci yang akan menjadi rujukan
utama. Dengan demikian, pembimbing dan penguji dapat menilai
apakah peneliti telah memilih referensi yang relevan dan cukup
kuat secara akademik untuk menopang analisis yang direncanakan.

7. Metodologi Penelitian

Bagian metodologi dalam proposal berfungsi menjelaskan cara
peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.
Di sinilah peneliti menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya
memiliki tema yang menarik, tetapi juga memiliki rancangan kerja
yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.?!

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti perlu menjelaskan
bahwa penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum,
kemudian menyebut pendekatan yang akan digunakan, misalnya
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan
konseptual, pendekatan historis, atau pendekatan komparatif.
Peneliti juga menerangkan sumber bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier yang akan ditelusuri, serta teknik analisis yang akan
digunakan, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, atau
teleologis. Pada proposal, penjelasan ini tidak perlu sangat panjang,
tetapi cukup untuk meyakinkan bahwa metode yang dipilih sesuai
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian hukum empiris, uraian metodologi biasanya
sedikit lebih luas karena melibatkan pengumpulan data dari
lapangan. Peneliti perlu menyebut jenis penelitian (kualitatif,
kuantitatif, atau kombinasi), lokasi penelitian, karakteristik

21 [bid.
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populasi dan sampel, teknik pengumpulan data seperti wawancara,
observasi, dan kuesioner, serta rencana teknik analisis data.
Peneliti juga sebaiknya menyinggung secara singkat aspek etika
penelitian, misalnya menjaga kerahasiaan identitas responden dan
memperoleh persetujuan dari narasumber.

Walaupun singkat, bagian metodologi dalam proposal sangat
menentukan apakah penelitian tampak realistis untuk diselesaikan
dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Penjelasan yang
terlalu umum, seperti hanya menyatakan “penelitian ini
menggunakan metode kualitatif” tanpa uraian lebih lanjut, tidak
cukup untuk menunjukkan kesiapan peneliti. Karena itu, peneliti
perlu belajar menyusun uraian metodologi yang padat, terarah, dan

langsung berkaitan dengan rumusan masalah.
8. Daftar Pustaka

Pada tahap proposal, daftar pustaka sering dipandang sebagai
bagian yang bersifat teknis belaka. Namun sesungguhnya, daftar
pustaka dapat menjadi indikator yang cukup jelas mengenai
keseriusan dan kedalaman persiapan peneliti. Daftar pustaka
menunjukkan sumber-sumber yang telah dan akan dijadikan
rujukan dalam penelitian. Jika daftar pustaka didominasi oleh
bahan yang kurang relevan, sangat lama, atau hanya berupa
sumber internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka
pembaca dapat meragukan landasan ilmiah penelitian yang
diajukan.

Peneliti perlu memastikan bahwa daftar pustaka proposal
mencakup setidaknya beberapa buku metodologi penelitian
hukum yang diakui, literatur pokok di bidang substansi hukum
vang dikaji, artikel jurnal ilmiah yang terkini, serta peraturan
perundang-undangan utama yang berkaitan dengan topik
penelitian. Penyusunan daftar pustaka harus konsisten dengan
sitasi yang muncul di dalam teks proposal. Setiap sumber yang
dikutip dalam catatan kaki atau rujukan teks sebaiknya tercantum
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dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, sumber yang muncul dalam
daftar pustaka idealnya adalah sumber yang memang direncanakan

untuk digunakan.

Mengenai format, pada tahap proposal peneliti sudah
sebaiknya mengikuti gaya penulisan daftar pustaka yang ditetapkan
oleh fakultas atau program studi, misalnya gaya Chicago, Turabian,
atau gaya khusus yang tertuang dalam buku pedoman penulisan
karya ilmiah kampus. Konsistensi dalam penulisan nama
pengarang, judul, tahun terbit, kota penerbit, dan nama penerbit
perlu dijaga sejak awal. Pembiasaan ini akan memudahkan peneliti
saat menyusun laporan akhir, karena tidak perlu lagi melakukan
perombakan besar pada bagian referensi. Secara lebih rinci, tata
cara penulisan daftar pustaka akan dibahas pada bab tersendiri,
namun penjelasan singkat di proposal sudah cukup untuk
menunjukkan bahwa peneliti memahami pentingnya aspek
bibliografis dalam karya ilmiah yang baik.

-1I-
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BAB I1

METODOLOGI
PENELITIAN HUKUM

Metodologi penelitian merupakan tulang punggung dari setiap
karya ilmiah, termasuk dalam penelitian hukum 22. Jika bab
pendahuluan dan proposal menjelaskan apa yang akan diteliti dan
mengapa hal itu penting, maka pembahasan tentang metodologi
menjawab  pertanyaan bagaimana penelitian  tersebut akan
dilaksanakan. Di sinilah peneliti harus menunjukkan bahwa
rencana penelitiannya bukan sekadar gagasan abstrak, tetapi
didukung oleh langkah-langkah ketja yang terencana, logis, dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tradisi ilmu
hukum, pembahasan metodologi memiliki kedudukan yang khas,
karena hukum dapat dipahami sekaligus sebagai norma yang
mengatur tingkah laku, maupun sebagai gejala sosial yang dapat
diamati dalam kenyataan sehari-hari.?3

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), him. 47.

23 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.
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Bab ini akan mengurai secara sistematis jenis dan pendekatan
penelitian hukum, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum
dan data, teknik analisis, serta pengelolaan waktu penelitian.
Peneliti diharapkan tidak hanya mampu menyebut istilah
“normatif” atau “empiris” secara formal, tetapi benar-benar
memahami konsekuensi dari pilihan metodologis tersebut 24 .
Dengan demikian, metodologi tidak dipahami sebagai formalitas
administrasi semata, melainkan sebagai rancangan kerja ilmiah
yang akan memandu seluruh proses penelitian dari awal hingga
akhir.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pembahasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian
merupakan pintu masuk utama dalam memahami metodologi
penelitian hukum. Di tahap inilah peneliti menentukan kerangka
besar bagaimana ia memandang hukum sebagai objek kajian.
Apakah hukum akan dipandang terutama sebagai norma tertulis
yang harus dianalisis melalui penafsiran dan konstruksi hukum,
atau sebagai perilaku yang tampak dalam praktik aparat dan
masyarakat. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah
penelitian yang dilakukan bersifat normatif, empiris, atau suatu

kombinasi di antara keduanya?.

Dalam konteks pendidikan tinggi, penentuan jenis dan
pendekatan penelitian sering kali menjadi bagian yang paling
membingungkan bagi mahasiswa. Banyak yang sekadar menulis
“Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif” tanpa
benar-benar  memahami  implikasinya  terhadap  cara
mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum atau data. Karena
itu, sub bab ini akan menjelaskan secara lebih naratif bagaimana

24 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.
25 bid., hlm. 43—44.
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peneliti dapat memilih jenis penelitian yang tepat, serta bagaimana
pendekatan metodologis yang menyertainya dapat dirumuskan

secara konsisten.
1. Penentuan Jenis Penelitian (Normatif vs. Empirik)

Jenis penelitian hukum pada garis besar dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga sering
disebut sebagai penelitian doktrinal, memandang hukum terutama
sebagai norma, asas, dan kaidah yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, serta berbagai
dokumen resmi lainnya. Dalam jenis penelitian ini, fokus utama
peneliti adalah menjawab persoalan tentang bagaimana hukum
seharusnya dipahami, ditafsirkan, atau dikonstruksikan dalam
suatu kasus tertentu. Pertanyaan yang diajukan umumnya bersifat
normatif, misalnya mengenai kesesuaian suatu pengaturan dengan
asas-asas hukum, hubungan antara dua ketentuan yang tampak
bertentangan, atau model pengaturan yang ideal untuk
menyelesaikan suatu masalah.?¢

Penelitian hukum empiris, di sisi lain, memandang hukum
bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial
yang dapat diamati. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup
dan beketja dalam masyarakat, sehingga yang dikaji bukan hanya
teks peraturan, melainkan juga bagaimana peraturan tersebut
dilaksanakan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar. Dalam penelitian ini,
peneliti mengumpulkan data tentang perilaku aparat penegak
hukum, pengalaman masyarakat, dan berbagai faktor sosial yang
memengaruhi efektivitas suatu norma. Pertanyaan yang diajukan
lebih dekat dengan pertanyaan tentang “bagaimana pelaksanaan

<«

hukum di lapangan”, “sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap

26 Jbid., hlm. 300.
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suatu aturan”, atau “faktor apa yang menghambat penerapan suatu
ketentuan hukum?”.?7

Penentuan jenis penelitian tidak boleh dilakukan secara
sembarangan atau semata-mata karena mengikuti contoh proposal
yang beredar. Peneliti perlu menelusuri terlebih dahulu sifat
masalah yang hendak dikaji. Bila inti masalah terletak pada
ketidakjelasan norma, konflik pengaturan, atau kebutuhan akan
konstruksi hukum baru, maka penelitian normatif biasanya lebih
tepat. Sebaliknya, bila masalah utama adalah pelaksanaan suatu
aturan, respon masyarakat terhadap kebijakan, atau perilaku aparat
penegak hukum, maka penelitian empiris lebih sesuai. Ada juga
penelitian yang menggabungkan keduanya, misalnya penelitian
yang memulai dengan analisis normatif terhadap suatu regulasi,
kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data empiris untuk
melihat pelaksanaannya di lapangan. Literatur metodologi
menyebut model ini sebagai upaya menjembatani “dualisme”
penelitian hukum normatif dan empiris dalam satu desain yang
lebih komprehensif.?8

Selain mempertimbangkan sifat masalah, peneliti juga perlu
memperhitungkan ketersediaan sumber daya seperti waktu,
kemampuan teknis, dan akses ke lapangan. Penelitian empiris,
misalnya, memerlukan persiapan yang lebih panjang untuk
menyusun instrumen penelitian, menjalin kontak dengan
narasumber, dan mengolah data yang diperoleh. Penelitian
normatif menuntut kemampuan untuk membaca dan
menganalisis bahan hukum secara teliti, sekaligus menguasai teori-
teori hukum yang relevan. Dengan mempertimbangkan semua
faktor ini, peneliti dapat menentukan jenis penelitian yang tidak

27 Ibid., hlm. 153-157.
28 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10-11.
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hanya tepat secara teoritis, tetapi juga realistis untuk dilaksanakan
dalam kerangka tugas akhir atau proyek penelitian tertentu.

2. Pendekatan Penelitian (Normatif vs. Empirik)

Setelah jenis penelitian ditetapkan, langkah berikutnya adalah
merumuskan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Dalam
penelitian  hukum normatif, pendekatan penelitian biasanya
merujuk pada cara peneliti “mendekati” dan menganalisis bahan
hukum. Sejumlah pendekatan yang lazim digunakan antara lain
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis (bistorical approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
komparatif (comparative approach). Dalam pendekatan perundang-
undangan, peneliti menelaah ketentuan-ketentuan dalam berbagai
peraturan untuk menemukan asas, pengertian, dan struktur
pengaturan suatu bidang hukum. Pendekatan kasus menekankan
pada analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, untuk
melihat bagaimana hakim menerapkan dan menafsirkan norma.
Pendekatan historis menggali latar belakang lahirnya suatu
pengaturan, sedangkan pendekatan konseptual dan komparatif
membuka ruang untuk membandingkan konsep hukum lintas
sistem atau negara.

Pendekatan-pendekatan tersebut tidak harus digunakan secara
terpisah.  Dalam  banyak peneliian normatif, penelit
menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus. Misalnya, analisis
tethadap suatu undang-undang dapat disertai dengan kajian
terthadap putusan pengadilan yang menerapkannya, ditambah
penelusuran historis mengenai proses pembentukannya. Yang
penting, dalam proposal, peneliti menjelaskan secara jujur dan
jelas pendekatan mana saja yang akan digunakan, dan mengapa
pendekatan tersebut relevan dengan rumusan masalah. Dengan
demikian, metode tidak tampak sebagai daftar istilah, tetapi betul-

betul menjadi cara kerja yang konsisten dengan tujuan penelitian.
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Dalam penelitian hukum empiris, istilah pendekatan penelitian
sering kali berkaitan dengan model penelitian sosial yang
digunakan, misalnya pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau
kombinasi keduanya (wixed methods). Pendekatan kualitatif
meneckankan pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan
makna yang dimiliki aktor-aktor sosial, melalui wawancara,
observasi, atau studi kasus. Pendekatan kuantitatif, sebaliknya,
berupaya mengukur gejala-gejala sosial secara numerik, misalnya
tingkat kepatuhan atau frekuensi pelanggaran, melalui kuesioner
dan analisis statistik. Di samping itu, terdapat pula pendekatan
sosio-legal, yaitu pendekatan yang secara sadar menggabungkan
analisis norma hukum dengan teori dan metode ilmu sosial,
sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai teks, tetapi juga
sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.?

Pemilihan pendekatan dalam penelitian empiris juga sangat
ditentukan oleh rumusan masalah. Pertanyaan yang menuntut
pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif atau proses
yang rumit biasanya lebih cocok dijawab dengan pendekatan
kualitatif. Sementara itu, pertanyaan yang berkaitan dengan
kecenderungan umum, perbandingan angka, atau pengukuran
tingkat tertentu dapat lebih tepat dijawab melalui pendekatan
kuantitatift. Di antara keduanya, pendekatan campuran dapat
dipilih ketika peneliti ingin mendapatkan gambaran umum secara
numerik sekaligus pemahaman mendalam mengenai latar belakang

angka-angka tersebut.

Pada akhirnya, baik dalam penelitian normatif maupun empiris,
penyebutan jenis dan pendekatan penelitian dalam proposal bukan
sekadar pelengkap formal, tetapi merupakan pernyataan sikap
ilmiah peneliti terhadap objek kajiannya. Peneliti hukum yang

29 Reza Banakar and Max Travers (eds.), Theory and Method in Socio-1 egal
Research (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm. 3—4.
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matang akan mampu menjelaskan mengapa ia memilih penelitian
normatif atau empiris, dan pendekatan apa yang digunakan untuk
mengolah bahan hukum maupun data yang dikumpulkan. Dengan
demikian, metodologi tidak berdiri terpisah dari isi penelitian,
tetapi terjalin erat dengan seluruh bangunan argumentasi yang
ingin disusun.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Setelah peneliti menentukan jenis dan pendekatan penelitian,
langkah berikutnya adalah menjelaskan dari mana bahan hukum
maupun data akan diperoleh dan bagaimana cara
mengumpulkannya. Bagian ini sangat menentukan kualitas hasil
penelitian, sebab kesimpulan yang baik hanya dapat lahir dari
bahan dan data yang valid, relevan, dan dikumpulkan dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan3. Dalam tradisi penelitian
hukum, dikenal pembedaan antara bahan hukum yang terutama
digunakan dalam penelitian normatif, dan data yang lazim dipakai
dalam penelitian empiris. Namun, dalam praktik, keduanya sering
saling melengkapi, karena penelitian normatif juga dapat
memperkaya diri dengan data empiris, dan sebaliknya penelitian
empiris tidak mungkin dilepaskan sama sekali dari rujukan
terhadap norma hukum positif.

Dengan memahami jenis dan sumber bahan hukum serta data,
peneliti akan lebih terarah ketika memasuki perpustakaan,
mengakses basis data daring, ataupun turun ke lapangan. Peneliti
tidak lagi sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen
dan informasi, tetapi mampu memilah mana yang menjadi rujukan
utama, mana yang bersifat penjelas, dan mana yang hanya bersifat
penunjang. Pemahaman yang baik atas teknik pengumpulan bahan

hukum dan data juga membantu peneliti menghemat waktu,

30 Ibid., hlm. 3, yang menegaskan fungsi penelitian untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis dan kritis.
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menghindari duplikasi, serta menjaga konsistensi antara bahan
yang dipakai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang
telah ditetapkan.’!

Pada bagian ini akan dibahas secara berurutan mengenai jenis
dan sumber bahan hukum, jenis dan sumber data, teknik
penelusuran literatur, serta teknik pengumpulan data empiris

melalui wawancara, observasi, angket, dan penentuan sampel.
1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, istilah “bahan hukum”
digunakan untuk menyebut segala bentuk dokumen atau tulisan
yang memuat norma, asas, atau pendapat hukum yang dijadikan
dasar analisis. Literatur metodologi umumnya membagi bahan
hukum menjadi tiga lapis, yaitu bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Pembagian ini membantu peneliti memahami hirarki

dan fungsi masing-masing jenis bahan dalam penelitian.

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang memuat
norma hukum positif. Yang termasuk dalam kategori ini antara
lain  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan
(yurisprudensi), traktat atau petjanjian internasional, dan dokumen
resmi lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Dalam penelitian
yang mengkaji suatu isu hukum tertentu, bahan hukum primer
menjadi titik tolak utama, karena di sanalah kewajiban, hak, dan
kewenangan para subjek hukum dirumuskan. Peneliti perlu
menelusuri  peraturan  yang relevan secara  sistematis,
memperhatikan  hubungan hirarkis antar peraturan, serta
mengidentifikasi perubahan atau pembaruan yang mungkin terjadi.
Yurisprudensi juga memegang peranan penting, terutama ketika

pengaturan tertulis masih kabur atau belum lengkap.

31bid., hlm. 57-58.
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